ABSTRAK

Ade Kurniawan: “Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional
Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penetapan Amil Di UPZ (Studi pada Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang)”

Secara ekonomi zakat sangat berpotensi menjadi sarana yang efektif
sehingga kebutuhan akan hadirnya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagai
lembaga yang kompeten untuk mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat
sangat penting. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, berdasarkan UU No. 23
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa lembaga yang
mengelola zakat di Indonesia terdapat dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Selanjutnya
BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten / kota dapat membentuk Unit
Pengumpul Zakat (UPZ)

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: (1) Bagaimana ketentuan
normatif Al-Qura’n, Hadist dan Pandangan Ulama terhadap penetapan Unit
Pengumpul Zakat sebagai Amil zakat. (2) Bagaimana ketentuan Peraturan Badan
Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2016 dalam penetapan Unit Pengumpul Zakat

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berlandaskan kepada konsep zakat
serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat
oleh Badan Amil Zakat. Melalui dua konsep tersebut diharapkan memberikan
keterangan terkait dengan implemnetasi peraturan Bada Amil Zakat Nasional
yaitu Peraturan Nomor 02 Tahun 2016 tentang penetapan Amil di Unit Pengelola
Zakat Sumedang.

Metode penelitian berupa deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis
empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji terkait dengan implementasi atau
penerapan hukum normatif secara langsung di masyarakat. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara,
studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Allah Swt. Berfirman
dalam Al-Qur’an tentang zakat yaitu terdapat pada Surat At-Taubah ayat 103,
agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka
sebagai sedekah atau zakat. Imam empat madzhab berpendapat yang sama bahwa
amil / pentugas pengelola zakat adalah seseorang yang ditunjuk atau diangkat oleh
Imam, Khalifah atau Pemerintah. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil
zakat ialah Seseorang atau sekolompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan
disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. (2)
Ketetuan tentang Badan Amil Zakat terdapat dalam BAB | pasal 1 Ayat 4 yang
mengatakan bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah
satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, membantu mengumpulkan zakat.
Adapun dalam pengesahan pembentukannya UPZ Baznas Kabupaten / Kota
ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten / Kota
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ABSTRACT

Ade Kurniawan: “Implementation of the National Zakat Agency Regulation
Number 02 of 2016 Concerning the Determination of Amil in UPZ (Study on
the National Zakat Agency of Sumedang Regency)”

Economically, zakat has the potential to be an effective means so that the
need for the presence of a Zakat Management Organization (OPZ) as a competent
institution to manage funds collected from the community is very important. In
relation to zakat management, based on Law No. 23 of 2011 concerning zakat
management, it states that there are two institutions that manage zakat in
Indonesia, namely the National Zakat Agency (BAZNAS) and the National Zakat
Institution (LAZNAS). Furthermore, the Provincial BAZNAS and Regency/City
BAZNAS can form a Zakat Collection Unit (UPZ)

The purpose of this study is to analyze: (1) How are the normative
provisions of the Al-Quran, Hadith and Ulama's Views on the determination of
the Zakat Collection Unit as Amil Zakat. (2) How are the provisions of the
National Zakat Agency Regulation No. 02 of 2016 in determining the Zakat
Collection Unit

The framework of thought in this study is based on the concept of zakat
and laws and regulations related to the management of zakat by the Zakat Agency.
Through these two concepts, it is expected to provide information related to the
implementation of the National Zakat Agency regulations, namely Regulation
Number 02 of 2016 concerning the determination of Amil in the Sumedang Zakat
Management Unit.

The research method is descriptive-analytical with an empirical legal
approach, namely legal research that examines the implementation or application
of normative law directly in society. The data used are primary data and
secondary data collected by means of interviews, documentation studies and
literature studies.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Allah SWT.
Says in the Qur'an about zakat, namely in Surah At-Taubah verse 103, so that the
Messenger of Allah as a leader takes part of their property as alms or zakat. The
Imams of the four schools of thought have the same opinion that the amil/zakat
management officer is someone who is appointed or appointed by the Imam,
Caliph or Government. MUI Fatwa Number 8 of 2011 concerning amil zakat is a
person or group of people formed by the community and authorized by the
Government to manage the implementation of zakat worship. (2) The provisions
regarding the Zakat Amil Agency are contained in Chapter | Article 1 Paragraph 4
which states that the Zakat Collection Unit, hereinafter referred to as UPZ, is an
organizational unit formed by BAZNAS, to help collect zakat. As for the
ratification of its formation, the UPZ Baznas Regency/City is determined through
the Decree of the Head of BAZNAS Regency/City
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